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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan 

tentang Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah di 

Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sudah megacu pada ketentuan yang mengatur 

dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus 

Pertanahan dan mendasar pada asas-asas pemerintahan yang baik. Dalam 

pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta terjadi beberapa faktor 

hambatan seperti ego masing-masing pihak yang tetap berpegang pada 

pendiriannya, minimnya berkas-berkas yang diperlukan dari pemohon , perbedaan 

antara pengaduan dengan fakta lapangan dan tingkat keberhasilan mediasi pada 

tahun 2022 – bulan Oktober 2023 masih sedikit, lebih banyak mediasi yang selesai 

dengan tidak sepakat. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, penulis memberikan 

saran sebagai berikut, BPN kota DIY bisa memberikan penjelasan kepada 

masyarakat atau sosialisasi tekait dengan adanya alternatif penyelesaian sengketa 

tanah melalui mediasi, sehingga masyarakat dapat memahami lebih jelas terkait alur 

mediasi, kasus sengketa tanah yang seperti apa yang efektif untuk diselesaikan 

melalui mediasi sehingga mediasi dapat selesai dengan mencapai kesepakatan, dan 

untuk masyarakat yang dengan inisiatif sendiri mengambil penyelesaian sengketa 

tanah melalui mediasi agar mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan dengan 

baik, tidak ego untuk mempertahankan pandangan atau pendapat masing-masing 

agar mediasi dapat berjalan dengan baik dan kasus sengketa tanah yang dihadapi 

dapat diselesaikan dengan baik tanpa harus lanjut ke jalur non litigasi (pengadilan). 
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